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ABSTRAK 

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA 
KEPEMILIKAN TANAH MILIK PERORANGAN YANG 

BERASAL DARI T ANAH NEGARA 

WANSERI 

Permasalahan tanah khususnya tentang hak atas tanah seringkali 
melahirkan sengketa. Sebagai telaah maka pembanasan kali ini tentang 
penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dahulu dikuasai oleh negara dan telah 
beralih kepada masyarakat. Sebagai permasalahan dalam penelitian adalah: 
bagaimana prosedur permohonan hak milik perorangan terhadap tanah negara, 
bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah milik 
perorangan yang berasal dati tanah negara dan bagaimana upaya penyelesaian 
sengketa kepemilikan tanah milik perorangan yang berasal dati tanah negara. 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, maksudnya suatu penelitian yang 
menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum berdasarkan 
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep , asas-asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 
ini, dalam hal ini penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dahulu dikuasasi 
oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat dengan cara litigasi. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan prosedur permohonan hak 
milik perorangan terhadap tanah negara dimulai dari adanya permohonan 
pemohon atas sebidang tanah yang dilengkapi identitas diri dan identitas objek 
tanah yang dimohonkan. Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran 
data yuridis dan data fisik permohonan Hak dan memeriksa kelayakan 
permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Jika tanah yang dimohonkan hak pengelolaan 
tersebut belum ada surat ukumya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan 
kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan 
surat ukur atau melakukan pengukuran. Setelah permohonan telah memenuhi 
syarat, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan tersebut 
kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya. Faktor 
penyebab terjadinya sengketa tanah yang berasal dati tanah negara meliputi: 
Peraturan perihal pertanahan yang belum lengkap, terjadinya ketidaksesuaian 
peraturan dengan praktek perbuatan-perbuatan atas sebidang tanah, pejabat 
pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang 
tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, 
keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, 
terjadinya transaksi tanah yang keliru, akibat perbuatan ulah pemohon hak atau 
adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih 
kewenangan. Upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah milik perorangan 
yang berasal dari tanah negara dapat dilakukan melalui peran BPN dan melalui 
pengadilan. 

Kata Kunci: Sengket, Kepemilikan, Tanah, Bekas, Tanah Negara 
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ABSTRACT 

JURIDICAL STUDY ON THE SETTLEMENT OF INDIVIDUAL 
LAND PROPERTY FROM COUNTRY LAND 

WANSER! 

Land issues, especially regarding land rights often give rise to disputes. As 
a study, the discussion this time is about resolving disputes over land rights that 
were previously controlled by the state and have been transferred to the 
community. As the problem in the research are: how is the procedure for the 
application of individual property rights to state land, how the causes of disputes 
over ownership of land owned by individuals originating from state land and how 
to resolve land ownership disputes belonging to individuals originating from state 
land. 

This research is normative juridical, meaning that a study that describes, 
examines, explains and analyzes the law based on the main legal material by 
examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this 
research, in terms of this settlement of land rights disputes which were formerly 
controlled by the state which had been transferred to the community by means of 
litigation. 

The results of the research and discussion explain the procedure for 
applying for individual property rights to state land starting from the request of 
the applicant for a piece of land that is equipped with self-identity and the identity 
of the land object being applied for. The Land Office examines the complet~ness 
and correctness of juridical data and physical data on the rights request and 
checks the feasibility of the application for further processing in accordance with 
the applicable laws and regulations. If the land that has been applied for 
management rights, there is no measurement letter, the Head of the Land Office 
instructs the Head of the Measurement and Land Registration Section to prepare 
a measurement letter or take measurements. After the application has fulfilled the 
requirements, the Head of the Land Office shall submit the application file to the 
Head of the Regional Office, accompanied by his opinions and considerations. 
Factors causing land disputes originating from state land include: Regulations 
concerning land that are not yet complete, the occurrence of non-compliance with 
the practice of acts on a plot of land, land officials who are less responsive to the 
needs and amount of land available, less accurate and less complete, erroneous 
land data, limited human resources in charge of resolving land disputes, the 
occurrence of erroneous land transactions, due to acts of rights applicants or the 
existence of resolutions from other agencies, resulting in overlapping authority. 
Efforts to resolve individual land ownership disputes originating from state land 
can be done through the role of BPN and through the courts. 

Keywords: Stickiness, Ownership, Land, Used, State Land 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanah dalam arti hukurn memiliki peranan yang sangat penting dalam 

- hi upan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan 

hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi 

orang lain. Untuk rnencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik 

ntingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan 

n gunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. 1 

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-

undang omor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

UUP ). Dengan diundangkannya UUP A, berarti sejak saat itu Indonesia telah .. 
m miliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah 

m rintahan kolonial Belanda. 2 

Di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, 

air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 

_·arakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan 

1 
. \I antijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982, ha!. 7 

- udj ito, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massa! dan Penyelesaian Sengketa Tanah 
bersifat trategis, Yogyakarta: Liberty, 1987, hal 1. 
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Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUP A merupakan hal yang wajar, 

na hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya 

ara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA 

m n ga kan pengakuan tersebut dengan menyebutkan "dengan mengingat 

tuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak 

a itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

ataannya masih ada, hams sedemikian rnpa, sehingga sesuai dengan 

ntingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta 

boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

... _ 1lllg lebih tinggi. 3 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. 

u ia hidup dalam melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat 

manu ia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua 

ematan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu 

rlukan tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam 

upan Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

· elenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat 

g adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

aat manusia mati masih membutuhkan tanah untuk penguburannya 

......... ~::..sa begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang 

lalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut 

3 aria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Jakarta: Kompas, 2001 hal. 54. 
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dapat menimbulkan suatu sengketa didalam masyarakat, sengketa tersebut 

timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu 

m lakukan perbuatan melawan hukum. 

Penguasaan yuridis dilandasi hak dengan dilindungi oleh hukum dan 

umumn a rnernberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 

fisik tanah yang dihaki. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang 

pek perdata maupun publik. 

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUP A) diatur dan ditetapkan tata 

jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 

ional, yaitu: 

L Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan 

a tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik. 

Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, beraspek publik. 

~- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek 

rdata dan publik. 

Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas: 

a. Hak-hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara 

langsung ataupun tidak langsung berswnber pada Hak Bangsa, yang 

isebut dalam Pasal 16 dan 53. 

b. akaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49. 

Hak Jarninan atas Tanah yang disebut "Hak Tanggungan" dalam Pasal 25, 

, 39, dan 51. 

K tentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
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nah sebagai lembaga hukum : 

L mberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; 

netapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang 

untulc diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya; 

-'- engatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang 

haknya dan syarat-syarat penguasaannya; 

engatur hal-hal mengenai tanahnya. 

Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan 

a tanah sebagai hubungan hukum konkret. 

I. engatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum 

ang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 di 

atas. 

engatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. 

engatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain 

engatur hal-hal mengenai hapusnya 

engahrr hal-hal mengenai pembuktiannya. 

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat 

dikatakan tidak pemah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat 

dalarn kompleksitas mauptm kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika 

·onomi, sosial dan politik Indonesia. Sebagai gambaran dewasa ini di Indonesia, 

ngan semakin gencamnya pembangunan yang membutuhkan tanah yang 

rdampak semakin dibutuhkannya tanah. Tanah mempunyai peranan yang besar 

am dinamika pembangunan, maka di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 
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· butkan : "Bahwa bumi dan au dan kekayaan alam yang terkandung 

"dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya 

akmuran rakyat. 4 

Ketentuan mengenai tanah juga dapat terdapat dalam Undang-Undang 

ublik Indonesia Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

·a (UUPA). Timbulnya sengketa hukum yang berrnula dari pengaduan 

tu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan 

a as tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya 

n an harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di 

on ia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa 

lam kernerdekaan Indonesia negara masih belmn bisa memberikan jaminan .. 
atas tanah kepada rakyatnya, UUP A barn sebatas menandai dimulainya era 

pemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi 

rnilikan individual. 

Tarrah sebagai hak ekonomi setiap orang/badan hukmn dapat 

munculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah 

meinaatangkan berbagai darnpak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. 

ekonornis sengketa itu telah mernaksa pihak yang terhbat untuk 

.......... ,u"'"luarkan biaya yang dikeluarkan. Dalarn hal ini darnpak lanjutan yang 

po ial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja tata usaha karena selarna 

4 Ibid, hal. 67. 

/ 
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n ' eta berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan 

· · annya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga 

m ngurangi hal yang sama terhadap kerja atau usahanya. 

Dampak sosial dari konflik adalah dapat terjadinya 

· tidakharmonisan/kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, tennasuk 

batan bagi terciptanya kerjasama diantara mereka. Dalam hal ini konflik 

t rjadi dengan instansi pemerintah dan warga masyarakat di sekitar lokasi 

sengketa, sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan 

arakat terhadap pemerintah berkenaan ketidakpastian hukum. 

Di samping itu, selama konflik berlangsung ruang atas suatu wilayah dan 

tanah yang menjadi objek konflik/sengketa biasanya berada dalam keadaan 

quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan 

. .. 
·batn a adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lmgkungan yang 

merugikan kepentingan semua pihak. 

Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup ~ 

adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, 

sellllilg~a tepat apabila Perserikatan Bangsa-bangsa mensinyalir bahwa saat ini 

ah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah 

· mbang menjadi isu ekonomi. 5 

B rtarnbahnya kegiatan/aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh 

rnanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat dipakai dalam berbagai 

5 

Pu 
ubammad Yamin dan Rahim Lubis, Beberapa Masalah AktuaT Hukum Agraria, 
·a Bangsa Press, 2004, hal . 26. 

/ 
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arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti 

but digunakan dalarn hukum tanah, kata sebutan "tanah" dipakai dalarn arti 

Jun , sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resrni oleh UUP A, 

ngan dernikian bahwa tanah dalarn pengertian juridis adalah pennukaan bumi 

a_· (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu perrnukaan bumi, 

yang terbatas, berdirnensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, sedangkan 

m nurut Karnus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah: 

P rmukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 

adaan bumi disuatu tempat. 

P rmukaan bumi yang diberi batas. 

Bahan-bahan dari bmni, seperti : pasir, cadas, napal, dan sebagainya.6 

Ketika seseorang mempunyai suatu tanah, secara fakta (de f acto) orang 

but adalah pemilik tanah, dan ketika ia olah dan ia kerjakan ia menjadi 

ilik ecara konlaet (de f acto in concreto ), dan ketika tanah itu didaftarkan dan 

ertifikatnya, ia menjadi pemilik secara hukum (de jure), dan ini adalah 

.wri>CP<O pemilikan. 

Penguasaan dalam arti fisik menduduki, berbeda dengan penguasaan de 

n karena pengusaan fisik, seharusnya ia ditanya apakah orang tersebut 

m miliki tanah tersebut atau tidak, dan apabila orang tersebut memiliki, 

rjadi kepernilikan (bezit), karena didalam hukum, faktor niat menentukan 

n atas benda tetap. 6 

6 OC. Kaligis, Pendapat Ahli Dalam Perkara P;dana, Jakarta: 2008, ha! 81 

.. 

/ 
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Tanah Negara bukanlah tanah yang dimiliki oleh negara, tetapi tanah yang 

~.........., ai dan diurus oleh negara, dan negara memberikan kesempatan kepada 

warga negaranya untuk menguasai. Asal konsep Tanah Negara itu, adalah negara 

b n pemihk, tetapi hanya mengatur, mengurus dan menjaga. 

Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa pertanahan, pada 

umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan dengan dampak sebagaimana 

diuraikan di atas. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan 

Landreform menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum dibidang 

Landreform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, 

rhadap kasus penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan 

lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya penyelesaian yang lebih efektif 

adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-

perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh Pihak Ketiga yang netral 

atau ti dak memihak. 

Penggunaan tanah hams disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari 

katnya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 

m mpunyainya mauptm bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi 

dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti untuk kepentingan umum 

mas arakat). Kepentingan masyarakat dan perorangan haruslah saling 

darnpingan, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, 

·1an, dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA) 

~tu: ewenang yang berswnber pada hak menguasai dari negara tersebut pada 

a~ pasal m1 digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat 

., 
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lam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 

gara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat di 

pilah menjadi lima kelompok yakni: 

L asus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah 

rkebunan kehutanan dan lain-lain. 

us-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform. 

K us-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk 

mbangunan. 

ngketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. 

ngketa berkenaan dengan tanah ulayat. 7 

Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanahan 

· ional (BPN) dikelompokkan dalam pengalaman Konsorsium Pembaharuan 

a, pola sengketa pertanahan. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, 

"811 memunculkan konflik maupun sengketa. Penyelesaian terhadap kasus-

t rkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan 

C:e'.!::galil dampak yang sangat luas terhadap kehidupan dimasyarakat. 8 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas perihal 

bagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis denganjudul "Kajian Yuridis 

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan Yang 

Ibid, hal 85 
8 Maria S W Soemardjono, Tanah Dalam Perspekt.(l Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 
00 ha! 109-111. 
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al Dari Tanah Negara". 

' Perumusan Masalab 

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang maka dapat 

dirurnuskan pem1asalahan sebagai berikut: 

aimana ketentuan pelaksanaan jual beli atas tanah hak milik bersama anak 

:an b I wn dewasa? 

I. Bagaimana prosedur permohonan hak milik perorangan terhadap tanah 

n gara? 

Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah miJik 

rorangan yang berasal dati tanah negara? 

-'· Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah milik perorangan 

yang berasal dati tanah negara? 

. Tuj uan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tuj uan penelitian ini adalah: 

I. Untuk mengetahui prosedur permohonan hak milik perorangan terhadap tanah 

n gara. 

Untuk mengetahui faktor penyebab te1jadinya sengketa kepemilikan tanah 

milik perorangan yang berasal dati tanah negara. 

Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah milik 

rorangan yang berasal dati tanah negara. 
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. lilanfaat Penelitian 

anfaat dari basil penelitian dapat dilihat secara teoretis dan secara 

CTi aitu: 

ara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

h m terutama hukum pertanahan. 

ara praktis, dari hasil penelitian ini adalah sebagai masukan bahan 

rtimbangan dalam menyelenggarakan kebijakan pertanahan bagi aparat 

merintahan yang terkait, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak atas 

negara. 

1• rangka Teori dan Kerangka Konsep 

L Kerangka Teori 

T ori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untt!k 

rtentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya 

f; a-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan 

L?:Em:;an teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelwnnya 

u an bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-

apat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang 

ahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun 

tujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.9 

9 Jl Wuisman dengan Penyunting M.Hisman, Penelitian Jlmu-Jlmu Sosial, Bandung: 
!ill, 1994, ha!. 80. 
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Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu 

kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis 

lam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara 

untuk bagaimana pengorganisasian dan mengintrepretasikan hasil-hasil penelitian 

an menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam 

nelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan 

a menjelaskan gejala yang diamati . Karena penelitian ini merupakan 

nelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah 

nelitian ini berusaha untuk memahami proses hukwn permohonan hak milik 

a tanah negara.10 

"Teori yang dipakai adalah teori kesalahan. ii Teori kesalahan merupakan 

n ang mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa kepemilikan 
. .. 

ah milik perorangan yang berasal dari tanah negara. Artinya seseorang karena 

lahannya menyebabkan timbulnya sengketa harus bertanggungjawab atas 

lahan tersebut. Kesalahan daJam arti luas: memiliki pengertian yang sama 

an pertanggungjawaban dalam hukun pidana. Kesalahan dalam arti sempit: 

han berarti kealpaan. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on 

t). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku daiam hukum perdata 

..u, ....... ..,.n a Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung 

10 
. Solly Lubis, Filsafat Jlmu dan Penelitian Bandung: Mahar Madju 1994, hal 80 

11 ·ade Wiratha., Pedoman Penulisan Umlan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: 
- 006, ha! . 6. 
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J ab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk 

ngganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang 

g tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. 12 

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang 

~ k pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious 

IUJbility dan corporate liability. Vicarious liability mengandung pengertian, 

~·'an bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang 

u karyawan yang dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki 

rti an yang sama dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga 

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap 

ang diperkerjakannya. 13 

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum 

etiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, 

- pihak - pihak yang bersengketa atau pihak ketiga tidak boleh bertindak 

= - 1..nu•ir.r dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan 

.,.... ... ,5"Llgkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa negara hukum 

arti negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi 

-,...,~J a, dirnana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara 

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perbndungan konsumen, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 
_.,....._ __ ()() ha! 93. 

13 Ibid, ha! 94. 
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nguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Negara 

am.in agar setiap orang dapat memiliki dan rnenikmati hak-haknya dengan 

semua orang berhak mendapatkan jaminan hukurn sebagai hak 

Dalam rangka itu negara dan kehidupannya ha.ms didasarkan atas 

n menurut hukurn seperti yang dituangkan dalam konstitusi, undang-

peraturan pelaksanaannya. 

r ·r-akhir ini kasus pertanahan rnuncul kepermukaan dan rnerupakan 

mberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-

ahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain: 

tanah yang terns meningkat dengan cepat. 

~-~·~~·· ~ i rnasyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya. 

terbukaan pada saat ini. 

nu.rut Rusmadi Murad memberikan pengertian terhadap sengketa tanah 

· · Timbulnya sengketa hukum yang bennula dari pengaduan sesuatu pihak 

an hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas 

aik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan 

apat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan 

raturan yang berlaku. 

D gan menilai secara khusus kedudukan tanah dan hak seseorang yang 

a tanah haknya, bagaimana kuat hubungan hukurn antara keduanya 

hubungan kosmis-magis-religius menu.rut hukum adat bangsa kita 

tahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki 
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oleh Warga Negara Indonesia, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing 

dan badan hukum asing, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan 

di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukLLm tertentu yang diatur 

alam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang terdiri dari :14 

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank 
Negara) 

b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 
berdasarkan atas Undang-undang No.79 Tahun 1985 (Lembaran 
Negara Tahun 1985 No.139) 

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ 
Agraria setelah mendengar Menteri Agama. 

d. Badan-badan sosial yang di tunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria 
setelah mendengar Menteri Sosial. 

Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah di 

Indonesia, dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidak dapat 

ngan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. Ini berarti .. 
undang-undang pokok agraria memberikan pembatasan peralihan hak milik atas 

ah. Agar hak milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak terhadap siapa hak 

milik atas tanah tersebut hendak dialihkan haruslah merupakan orang perorangan 

arga Negara Indonesia, atau badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam 

P raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut. 15 

Dapat dikatakan bahwa pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu 

g mutlak dilakukan bahkan terhadap setiap bentuk peralihan, hapusnya 

upun pembebanan terhadap hak milik juga wajib didaftarkan. Sehubungan 

14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta Kencana Prenada 
Group, 2004, ha!. 31-32 

15 Ibid. 
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n pendaftaran tanah ini perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya undang­

g pokok agraria, sistem pendaftaran tanah yang diberlakukan adalah 

istration of deed. Dengan pendaftaran tanah (registration of deed) 

\..:.l..OJUQ.l'L.>udkan bahwa yang didaftarkan adalah akta yang membuat perbuatan 

ang melahirkan hak atas tanah (hak kebendaan atas tanah, tennasuk 

arnnya hak milik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

. Pada dasarnya setiap orang maupun badan hukum membutuhkan tanah, 

ltZJiena tidak ada aktivitas orang ataupun badan hukum apalagi yang disebut 

n pernbangunan perkebunan yang tidak membutuhkan tanah. Pihak swasta 

o melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan usahanya yang 

utuhkan tanah dan belum lagi banyaknya anggota masyarakat yang 

~-......... "u.JOL' ,an pendudukan (okupasi ilegal) dan menguasai tanah tanpa alas hak yang 

' an dengan cara-cara yang terencana dan sengaja melakukan kekerasan 

m rnenuhi kebutuhannya. 

Oleh karena itu, semakin cepat roda pembangunan berputar maka semakin 

a......i:;o.3&Cu.i tanah yang dibutuhkan. Dimana wilayah yang padat penduduknya, secara 

· itu pulalah kegiatan pernbangunan perkebunan kelapa sawit yang lebih 

, anakan. Dengan dernikian pengarnbilan tanah-tanah yang Jebih luaspun 

dirniliki/ dikuasai oleh masyaraakat tidak terelakkan akan menjadi 

Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian 

bol h orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk 

,.._.....,,.-, - · m nguasai tanah tersebut. Seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah 
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harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non 

ertifikat dan/atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. 

Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, 

arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah 

m lawan hukum. Tegasnya berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang 

rsangkutan mempunyai hak atas tanah atau dengan kata lain penguasaan yang 

mikian tidak boleh ditolerir dan semestinya yang berwenang dengan segala 

w \ enang yang ada padanya harus segera mengurusnya dari tanah tersebut. 

Karena jika berlarut-larut masalahnya semakin rumit untuk diselesaikan 

pengaruhnya sangat meluas dan berdampak tidak baik dimasa mendatang. 

lab ini semakin meningkat akhir-akhir ini karena jwnlah penduduk 

petani yang membutuhkan tanah untuk diolah warga 

arakat. 

Pada asasnya jika diperlukan tanah atau benda-benda lainnya kepunyaan 

lain/negara (hak menguasai negara) tmtuk sesuatu keperluan haruslah 

ih ahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan 

~Lll.IJL.lhll Ya, misalnya jual-beli dan tukar-menukar. 

ngka Konsep 

onsepsi berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai 

·atan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan 

.. 
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.,._...., rn bangan.16 Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan 

p dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, 

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang 

...a,,,....,,..,ralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi 

i nal. 18 Pentingnya defenisi adalah untuk menghindarkan pengertian atau 

...,......, ....... ..,iran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam 

uli an ini dinunuskan serangkaian defenisi sebagai berikut: 

P n 1elesaian adalah upaya menyelesaikan suatu kasus atau sengketa. 

ngketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

r lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan inj 

a pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka 

I] di lah apa yang dinamakan dengan sengketa. 

tas Tanah, dalam Pasal 16 UU Agraria disebutkan adanya dua hak yang 

namya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan 

memungut basil hutan karena hak- hak itu tidak memberi wewenang 

mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu 

""...,n'1<> patkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

16 omaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, Kamus J:Stilah Karya Tulis Jlmiah, 
.a.-..IO.-. Bumi ara, 2000, hal 122 . 

..., • fasri Singarimbun dan Sifian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989, 

1 umadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, haL3 . 
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enmdang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.19 

Dikuasai Oleh Negara merupakan penafsiran Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 yang 

angat negara-sentris, harfiah, bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang 

rkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

besar-besar kemakmuran rakyat" .Dec 22, 2011 

f P ralihan Hak Atas Tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang 

, yang lama kepada pemegang hak yamg barn. 

a yarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi 

rtutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara 

indi idu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

easlian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan 

asi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area 

titian dengan judul " Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa 

dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dapat dinyatakan asli dan dapat 

Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis m1 

19 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
'.Sziilo:lal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

.. 
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n ono, Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tarrah 

Garapan Di Kabupaten Karanganyar, Program Study Magister Kenotariatan 

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008. 

il penelitian menjelaskan Sengketa tanah garapan dapat diselesaikan 

lalui Program P3HT (proyek peningkatan pennohonan hak atas tanah) di 

tor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Hal ini melalui tahapan persiapan 

_ ang terdiri dari kegiatan koordinasi, kegiatan pengumpulan data yuridis, 

ngumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas 

tanab, proses penerbitan sertipikat dan penyerahan sertipikat serta laporan. 

H andi, Peran Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa 

h secara mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Program Study 

· ter Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010. ~ 

ii Penelitian menjelaskan Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Jakarta 

U a mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan 

ing-rnasing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi 

ka. Mediator mempennudah pertukaran infonnasi, mendorong diskusi 

mc:~l!:enai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap 

i dan persoalan-persoalan ada. 

~~·~,~ Amahorseya, penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten 

Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire ), 

Study Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas 

Di n goro Semarang 2008. 
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Berdasarkan basil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan yang 

melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire 

di sebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses 

penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire dilakukan secara 

non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas 

tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) 

tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan basil musyawarah. 

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di 

Kabupaten Nabire disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang terkait 

engan temperamen para pihak, kedisiplinan, tingkat pendidikan, 

tidakjelasan batas tanah dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga yaitu 

ihak di luar para pihak yang bersengketa. Perlu adanya persamaan persepsi 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi 

kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan 

hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat. 

, > t.ode Penelitian 

ifikasi Penelitian 

P n litian ini bersifat y uridis normatif, maksudnya suatu penelitian yang 

--.::::=-~..,,arkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukwn berdasarkan 

utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep , asas-asas 

p raturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 
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ini, 20 dalam hal ini penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dahulu dikuasasi 

oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat dengan cara litigasi . 

Penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normat?f 1 yang didukung 

ol h data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap peraturan 

rundang yang berlaku dengan melihat pada kenyataan secara langsung yang 

ti rj adi dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 

ulu dikuasasi oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat dengan cara 

Ii · asi. 

Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan 

pa literatur dan dokumen-dokumen yang ada dan data yang diperoleh di 

gan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 

ulu dikuasasi oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat dengan cara 

i, sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu 

nghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data 

.under yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

. 22 
;:um tert1er. 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni : 

1) Ki tab Undang-Undang Hukum Perdata. 

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hi1kum, Jakarta: ill Press, 1986, ha! . 63. 
2 1 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penebtian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

:t=:!one:si·a, 1988, ha! 14. 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

, Jakarta: Rajawali Press, 1995, ha! . 39. 

.. 
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2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­

Pokok Agraria 

3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tarrah. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mernberikan penjelasan 

m ngenai bahan hukurn primer, seperti : basil-basil penelitian dan karya ilmiah 

ri kalangan hukum, yang berkaitan penyelesaian sengketa hak atas tanah 

" g dahulu dikuasasi oleh negara yang telah beralih kepada masyarakat 

gan earn litigasi. 

~"'"'-LL tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti karnus 

pedia atau rnajalah yang terkait dengan penyelesaian sengketa hak atas .. 

ang dahulu dikuasasi oleh negara yang telah beralih kepada rnasyarakat 

ara litigasi. 

lanj utoya, alat pengurnpulan data yang digunakan dalam perolehan data 

r iri dari : Studi Dokurnen untuk rnengumpulkan data sekunder yang 

a=:".!~ c.;..,iu~cLU perrnasalahan yang diajukan, dengan cara rnernpelajari buku-buku, 

Ii ·an dan dokurnen-dokurnen perundang-undangan yang terkait 

c:..t~-..... ..,,. di akan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan. 

~-.,.-_, Data 

data dalam penelitian ini rnenggunakan metode kualitatif. 

~-- ........ u""'"Ll..l rnenggunakan rnetode kualitatif bertolak dari asumsi tentang 
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itas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat 

_ aritas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). 23 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

am suatu po la, kategori dan satuan uraian dasar. 24 Metode kualitatif 

..,_,nmak, an prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

rtulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Analisis 

m rupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

b:~ori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

kan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 25 

B rdasarkan pendapat Maria S. W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif 

ali is kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan 

pat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. 26 

.. 
alitatif itu juga dilakukan metode interprestasi. 27 

' tode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana 

,,_...__mhilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. 28 

~ Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filoso.fz dan 
.MD:ll:*l'flis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, ha!. 

: Le J. Mo Jeong, Metode Kualitatif, Bandung Remaja Rosdakarya, 2004, ha!. 103. 
~Ibid , hal. 3. . 

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Min.in, Cara Penyelesaian Katya Ilmiah di Bidang 
'anducm Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Yogyakarta: Mitra Kebijakan 

caomsi·a, 2003, ha!. 47 . 
dikno Mertokusumo dan A Pitlo, mengatakan interprestasi merupakan metode 

daJam haJ peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada 
r;c:s:::-.c~ interprestasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, 

logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per anaJogiam 
peoyempitan hukum, argumentum a contrario, Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab­

Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal, 14-26. Lihat 
S;;i:~:o. ertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit, hal. 155- 167 . 

• oh. azir, Op. Cit, haJ . 68 . 
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M«:~octe deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu 

kesimpulan (conclusion) berdasarkan seperangkat premis yang 

an. 

.. 
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iPROSEDUR PERMOHONAN HAK MILIK PERORANGAN TERHADAP 
TANAH NEGARA 

Hak Penguasaan Atas Tanah 

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga 

arti yuridis . Juga beraspek perdata dan beraspek publik. 29 Penguasaan 

am arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak:, yang dilindungi oleh 

dan pada umwnnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk 

men,gillaSaI secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah 

cemi:iergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak 

an kepada pihak lain. 

a penguasaan yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai 

g dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan 

, lain. Misalnya, seseorang memiliki tanah tidak mempergunakan 

ndiri melainkan disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara 

ah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik 

l h penyewa tanah. 

juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan 

-~·.,--·~_,, jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang 

an (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tanahnya tetap 

Boe.di Har ono, Huk:um Agraria Indonesia, Jakarta Djambatan, 2008, hal 23 . 

26 
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pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini 

akai dalam aspek privat, sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, 

. ~ penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 

..>) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. 30 

P ngaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi 

P nguasaan atas Tanah sebagai Lembaga Hukum. 

nguasaan atas tanah ini belum dihubtmgkan dengan tanah dan orang 

hukum tertentu sebagai pemegang haknya . 

......... - .... ·•<.£.U~-ketentuan dalam Hak Penguasaan atas Tanah, adalah sebagai 

.. 

an isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan 

~2l21Ilg untuk diperbuat oleh pemegang hak nya serta jangka waktu 

hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi 

a, dan syarat-syarat bagi penguasaannya; 

-hal mengenai tanahnya. 

ai hubungan hukum yang konkret. 

Tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu 
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sebagai objeknya dan orang atau badan hukum te1tentu sebagai subjek atau 

pemegang haknya. 

K tentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai 

rikut: 

a engatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan 

hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas 

ah tertentu; 

n atur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain; 

ngatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain; 

atur bal-hal mengenai hapusnya; 

-•"T1cr.11tur hal-hal mengenai pembuktiannya. 

e:!!eIDlD p mbagian hak penguasaan atas tanah tersebut maka dalam tiap 

pat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. 

IDJ ln a diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki 

_ .,.__ ... pl!t:."!:uasaam atas tanah dalam Hukum TanahNasional, Yaitu: 

i:;i.... __ IIlC!Onesia atas tanah 

n hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi 

. lam wilayah Negara, yang rnerupakan tanah bersama, 

.nr.:'UJ•iill. induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.32 

____ Ultao:nesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya 

v ·1ayah NKRI merupakan tanah bersama rakyat 

.. 
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Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia.33 Selain itu juga 

mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah NKRI 

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 34 Hubungan antara Bangsa Indonesia 

dengan tanah bersifat abadi, atinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai 

Bangsa Indonesia d(\n selama tanah tersebut masih ada pula, dalam keadaan yang 

bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau 

meniadakan hubungan tersebut. 35 

Hak menguasai dari Negara atas Tanah 

Rak ini bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya 

rupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung 

h rum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama ini dikuasakan 

nuhnya kepada NKRI sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 36 

Isi wewenang hak menguasai dari Negara Atas Tanah sebagai mana 

uat di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah: 

engatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

meliharaan tanah. 

enetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

ngan tanah. 

nentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukwn antara orang-orang 

33 Pasal 1 ayat (1) UUPA. 
34 Pasal 1 ayat (2) UUP A 
35 Pasal 1 ayat (3) UUPA. 
36 Pasal 2 ayat ( 1) UUP A 
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perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. 

U1ayat msayarakat Hukum Adat 

Hak ini diatur dalam Pasal 3 UUP A Yang dimaksud hak ulayat 

C2!S\laraK'"at hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 

t hukum adapt, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala 

nu.rut Boedi Harsono, Hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan 

b ·1 h" 3 . 37 
1 a memenu 1 unsur, ya1tu: 

~-~au a anya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum 

.. rtentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. 

a anya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat 

ang disadari sebagai kepunyaan bersama para warganya. 

a penguasa adat yang pada kenyataannya dandiakui oleh para warga 

tanah 

tJ rmasuk salah satu hak-hak perseorang atas tanah. Hak-hak 

nah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

a arti menguasai , menggunakan dan atau mengambil manfaat 

Harsono, Op. Cit, ha!. 26. 
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dari bi dang tanah tertentu. 38 

Hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, 39 wakaf tanah hak 

milik,40 hak tanggungan atau hak jaminan atas tanah41 dan hak milik atas satuan 

rwnah susun. 42 

Meskipun bermacam-macam, tetapi hak penguasaan atas tanah berisikan 

erangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hakn a 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. sesuatu yang boleh, wajib atau 

dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 

kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang 

diatur dalam hukum tanah. 43 

Dasar hukum ketentuan Hak-hak atas Tanah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 

UUPA, yaitu: "Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah yang dimaksud 

alam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bwni, yang 

· sebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

ndiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum". Hak atas tanah berswnber dari hak menguasai dari Negara atas tanah 

pat diberikan kepada: Perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun 

'arga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama; dan Badan Huh."'llin 

aik badan hukwn privat maupun badan hukum publik. 

38 Pasal 4 ayat (I) UUP A 
39 Pasal 16 dan 53 UUPA 
40 Pasal 49 ayat (3) UUPA 
4 1 Pasal 25, 33 , 39 dan 51 UUPA 
42 Pasal 4 ayat (1) UUPA 
43 Urip Santoso, Op.Cit, ha!. 75 . 
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Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 

Pemegang Hak atas Tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Wewenang Umwn. 

Wewenang yang bersifat umum yaitu: pemegang hak atas tanah mempunyai 

wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air 

dan ruang yang ada diatasnya sekadar diperlukan unh1k kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut UUP A dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 44 

ewenang Khusus. 

ewenang yang bersifat khusus yaitu: pemegang hak atas tanah mempunyai 

1 wenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas 

tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk: 

p ntingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah 

H Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan 

mpunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada 

Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 

ahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.45 

egara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki 

tujuan hakiki sebagai pengembangan tujuan dari seluruh warga 

P al 4 ayat (2) UUP A 
45 oedikno Mettokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Jakarta : Universitas Terbuka 

Kc:~;;i:· 199 , haL 45 . 
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menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara inklusif, 

termasuk tujuan negara. Sebab berbicara mengenai tujuan hukum sama haln a 

berbicara dengan tujuan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan-Ketentuan 

Dasar Pokok Agraria, yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah diatur 

dalam pasal 2 ayat (1) UUP A No 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa : 

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam pasall, bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh, negara sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. 

2. Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 
wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bmni, air dan ruang angkasa 
c. Menentuksn dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi 
air dan ruang angkasa. 

3. Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara 
tersebut pada pasal 2 ayat ini digunakan untuk mencapai sebesar­
besamya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan 
dan kemerdekaan pada masyarakat dan negara. Hukum indonesia yang 
merdeka, adil, dan makmur. 

4. Hak menguasai dari negara di atas, pelaksanaannya dapat di kuasai 
oleh daerah-daerah swatantra, dan masyarakat-masyarakat hukum 
adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.46 

Menurut Winahyu Erwiningsih,47 Hak menguasai negara atas tanah berisi 

enang untuk rnengatur, rnengurus dan menguasai perolehan dan penggunaan 

h. Timbulnya hak rnenguasai tanah berasal dari perwujudan hak dan 

46 Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, ha!. 56. 
47 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta; Total Media 

. hal. 53 . 

-
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ewajiban rnasyarakat atas tanah dalarn konteks kehidupan bernegara didasarkan 

tas prinsip pola hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan kewajiban 

manusia terhadap dirinya dan rnasyarakatnya secara seirnbang untuk rnenciptakan 

sejahteraan hidup secara adil dan merata. 

Wewenang Negara untuk rnengatur hubungan hukum antara orang-orang 

rmasuk rnasyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat hubtmgan hukurn 

antara tanah dengan negara. Hukum yang rnengatur pengakuan dan perlindungan 

r ebut sangat diperlukan untuk rnemberi jaminan kepastian hukum kepada 

~ arakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapapun. Oleh 
~ 

; ena itu, sangat tidak tepat jika rnelihat hubungan Negara dengan tanah terlepas 

ngan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya dan 

ubungan antara perorangan dengan tanahnya. Ketiga hubungan ini merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan merupakan 

ungan yang bersifat "tritunggal" 

Dengan demikian dapat diarnbil kesirnpulan bahwa, konsep negara 

guasai atas tanah adalah rnengatur, rnengurus, hubungan hukurn antara 

ra dan warga Negara. Negara hanya rnengatur pernilikan tanah (hak atas 

dengan rnernentingkan kepentingan warga Negara artinya memelihara 

rnenjaga keseimbangan sehingga manfaat tanah terpenuhi untuk 

jahteraan rakyat. 

ata Cara Memperoleb Tanab 

Dalam rangka mernperoleh tanah harus diperhatikan mengenai Tata Cara 
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48 untuk memperoleh Tanah yang tersedia, yang bergantung pada: 

1. Status tanah yang tersedia. 

Status tanah yang tersedia dapat dibedakan menjadi : 

a. Tanah Negara. 

Tanah Negara dapat berasal dari bekas tanah partikelir, bekas tanah hak 

barat, bekas tanah hak maupun sejak semula merupakan tanah Negara 

yang tidak ada hak pihak tertentu selain Negara. Tanah hak juga dikuasai 

oleh Negara, tetapi penguasaannya tidak secara langsung, sebab ada 

terdapat hak pihak-pihak tertentu di atasnya. Bila hak pihak-pihak tertentu 

itu kemudian hapus, maka tanah itu menjadi tanah yang langsung dikuasai 

oleh Negara. Tanah hak dapat menjadi tanah Negara karena hak yang ada 

di atas tanah itu dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan secara sukarela 

oleh yang berhak, habis jangka waktunya dan karena pemegang hak bukan 

subjek hak.49 

Jika status tanah yang tersedia adalah tanah Negara, maka cara untuk 

memperoleh tanah adalah melalui permohonan hak. 

b. Tanah IBayat. 

6. 

Jika status tanah yang tersedia adalah tanah ulayat, maka cara untuk 

memperoleh tanah adalah melalui pembebasan hak yang diikuti dengan 

permohonan hak. 

48 Sunaryo Basuki, Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Makalah, 
a : Fakultas Hukum Trisakti, 2005, ha!. 2. 

49 ·Effendi Perangin Angin, Hukum Agraria di Indonesia, Jakaiia: Raja Grafindo, 1994, 
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c. Tanah Hak Pengelolaan. 

Jika status tanah yang tersedia adalah tanah hak pengelolaan, maka cara 

untuk memperoleh tanah adalah melalui permohonan hak. 

d. Tanah Hak Milik. 

J ika status tanah yang tersedia adalah hak mil ik, maka cara untuk 

memperoleh tanah melalui peralihan hak dan pembebasan hak. Pemilik 

tanah hak milik juga dapat memberikan hak barn kepada pihak lain (hak 

atas tanah sekunder). 

e. Tanah hak lainnya yaitu HGU, HGB, dan hak pakai. Perolehan hak atas 

tanah tersebut dapat dilakukan melalui peralihan hak. 

Status dari para pihak. 

Status para pihak dalam memperoleh hak atas tanah juga hams diperhatikan 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUP A Hak milik atas tanah ban a 

dapat dimiliki oleh WN1. HGU dan HGB dapat diberikan kepada WNI dan 

badan hukum Indonesia. Hak pakai dapat diberikan kepada WNI, 

badan hukum Indonesia dan badan hukum asing. Jika syarat kepemilikan oleh 

para pihak tersebut tidak terpenuhi, maka pihak tersebut tidak dapat 

memperoleh tanah yang tidak sesuai dengan statusnya. 

Ada atau tidaknya kesediaan dari pemilik tanah. 

Jika tanah tersebut telah dirniliki oleh pihak tertentu, rnaka untuk rnernperoleh 

tanah yang telah dimiliki oleh orang lain itu harus ada kesediaan dari pernilik 

tanah untuk rnengalihkan atau rnelepaskan hak yang dirnilikinya. Jika pihak 

yang memiliki hak atas tanah tidak bersedia untuk melepaskan hak atas 

.. 
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tanahnya maka perolehan hak atas tanah tidak dapat dilakukan, karena 

penguasaan tanah berdasarkan hak dilindungi oleh hukum terhadap gangguan 

pihak manapun. Jika pemilik tanah tidak bersedia melepaskan tanah 

sedangkan tanah tersebut diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan 

umum dan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain maka oleh pemerintah 

sebagai pihak yang berwenang dapat melakukan pencabutan hak atas tanah 

disertai dengan pemberian ganti rugi . 

Dalam hukum tanah nasional terdapat berbagai cara untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan 

kegiatan usaha dan pembangunan. Adapun cara yang disediakan oleh hukum 

tanah nasional untuk memperoleh tanah, yaitu:50 

1. Permohonan hak atas Tanah 

Permohonan hak adalah: cara yang hams digunakan bagi perorangan, yaitu 

rang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh sesuatu hak atas 

nah Negara. 

Tata cara untuk memperoleh hak atas tanah melalui permohonan hak atas 

ah digunakan untuk memperoleh hak atas tanah apabila yang tersedia adalah 

ah Negara atau tanah hak pengelolaan. Peraturan yang mengatur tata cara 

r ebut adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

. omor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas 

~o E. I. Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 
Pembang11nan, Jakarta: Erlangga, 2005, ha!. 48 . 
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Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 

1999, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 

1973 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 1977 tentang Tata 

Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian Tarrah 

Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya. 

Pasal 2 Ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa Permohonan hak atas tanah dilakukan dalam rangka pemberian hak atas 

tanah yang primer, yaitu pemberian hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, 

HGU, HGB, hak pakai dan hak pengelolaan. Pasal 2 Ayat (2) PMNA I Kepala 

" BPN Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah 

ebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Keputusan 

pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum. 

Kewenangan pemberian dan pembatalan hak yang disebutkan dalam Pasal 

_ PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dilakukan oleh Menteri dan dapat 

'limpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor 

P rtanahan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan menw-ut 

PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 

P mberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara. 

Pengajuan Permohonan Hak atas Tanah oleh pemohon hak disertai dengan 

ta yuridis dan data fisik sebagai bukti penguasan tanah yang dimohonkan. Data 

_ widis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data fisik 

lab Surat Ukur dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah dimaksud. 
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Adapun data-data yang diperlukan untuk melakukan permohonan hak atas 

tanah adalah : 

a. Data mengenai pemohon. 

Data mengenai pemohon adalah keterangan mengenai subjek hukum yang 

melakukan permohonan hak atas tanah, baik perorangan maupun badan 

hukum. Jika pemohon adalah pihak perorangan, maka data yang diberikan 

dapat berupa fotokopi identitas (Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan 

Domisili, atau Surat Ijin Mengemudi), Kartu Keluarga, buh.'ti 

kewarganegaraan atau surat ganti nama. Jika pemohon badan hukum ma a 

" data pemohonnya berupa Surat Kuasa dan Akta Pendirian badan huku.m ang 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. 

Data pemohon diperlukan untuk mengetahui status pemohon dalam 

hubungannya dengan status hak atas tanah yang dimohon. 

b. Data fisik. 

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, 

termasuk keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan atau bagian 

bangunan di atasnya. Data fisik berupa Surat Ukur atau Kutipan Peta Bidang. 

Data yuridis. 

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, 

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain ang 

membebaninya. Data yuridis dapat bermacam-macam bentuknya tergantung 

dari status tanahnya. Untuk tanah Negara, data yuridis yang diperlukan dapat 

berupa surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat yang isin 
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bukan tanah adat, surat keterangan bahwa tanahnya tidak termasuk dalam 

buku C desa atau dalam peta rincikan desa riwayat tanah, bukti perolehan 

tanah (hubungan hukum sebagai alas hak) dan surat pemyataan penguasaan 

fisik oleh pemohon yang disaksikan oleh 2 ( dua) orang saksi dikertas 

berrnaterai secukup yang isinya menyatakan tanah yang dimohon dikuasai 

secara fisik dan tidak dalam keadaan sengketa, apabila terdapat gugatan dari 

pihak lain yang rnenjadi tanggung jawab pemohon ataupun fotokopi sertipikat 

hak atas tanah yang pemah diterbitkan atas tanah serta bukti perolehan hak 

atas tanah. 

Data pendukung lainnya. 

Data Pendukung untuk melakukan permohonan hak atas tanah berupa surat 

keterangan bahwa tanah yang dimohon tidak bersengketa di atas rneterai, surat 

pemyataan tanah-tanah yang dirniliki oleh pernohon dan surat pernyataan 

rencana penggunaan dan pernanfaatan tanah yang dirnohon. 

Pennohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan diproses antara 

lain dengan penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A atau 

B), kernudian apabila telah mernenuhi syarat rnaka sesuai kewenangannya dan 

rbitkan Surat Keputusan Pernberian Hak atas Tanah (SKPH). Pemohon 

daftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah setelah 

m mbayar uang pemasukan ke Kas Negara dan/atau Bea Perolehan Hak atas 

T ah dan Bangunan (BPHTB). Besamya uang pemasukkan yang hams diba ar 

i dengan PP Nornor 42 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

ara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sedangkan 
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BPRTB yang harus dibayar mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Rak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2000. 

Pemohon mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertipikat hak atas 

tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan atau BPHTB jika 

dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk 

pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Rak untuk memperoleh sertifikat tanda 

bukti hak adalah: 

a. Surat pennohonan pendaftaran; 

b. Surat pengantar Surat Keputusan Pemberian Rak; 

c. Surat Keputusan Pemberian Rak untuk keperluan pendaftaran; 

d. Bukti pelunasan ming pemasukan atau BPRTB apabila dipersyaratkan; 

e. Identitas pemohon. 

2. Pemberian Rak baru. 

Yang dimaksud dengan hak baru adalah: hak atas tanah yang diberikan 

oleh pemilik tanah kepada pihak lain atau hak atas tanah sekunder. Dari berbagai 

jenis hak atas tanah yang ditetapkan dalam UDP A, hanya hak milik yang dapat 

dibebani dengan hak baru. Dengan demikian sebidang tanah yang dikuasai dengan 

hak milik dapat dipergunakan sendiri oleh pemiliknya maupun dapat digunakan 

oleh pihak lain dengan dilandasi hak baru atau hak atas tanah yang sekunder. 

Rak-hak atas tanah sekunder yang diberikan di atas tanah hak milik yaitu 

RGB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 7 UUP A, hak pakai sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 41 UUP A, hak sewa sesuai dengan Pasal 44 UlJP A, hak usaha bagi 

hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UlJPAjuncto UU Nomor 2 Tahun 1960, 

hak sewa atau hak gadai atas tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 

UUP A juncto UU Norn or 56 Prp Tahun 1960 dan hak menumpang. 51 

Dalam ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, ditetapkan 

bahwa HGB dan hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian oleh 

pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Hak sekunder atas tanah berupa HGB dan hak pakai wajib didaftarkan di 

Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 juncto Pasal 44 PP Nomor 

24 Tahun 1997. Pernberian hak sekunder tersebut dicatat pada Buku Tanah dan 

sertipikat hak milik, serta kepada pemegang hak sekunder (HGB atau Hak Pakai) 

dibuatkan Buku Tanah dan sertifikatnya. 

3. Peralihan Rak (pemindahan hak). 

Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang 

tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). 

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan 

perbuatan hukum yaitu pernindahan hak. 52 Yang dirnaksud dengan Peralihan Hak 

karena pewarisan tanpa wasiat adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi 

dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka 

haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Berbeda dengan 

51 Ibid, ha!. 55 . 
52 H 0 c·,. I I ,.,,., ,., arsono, 'P· Tt, 1a . -'-'-'· 
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perbuatan hukum pemindahan hak dimana peralihan hak dilakukan dengan 

sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi 

hak pihak lain. 53 

Perbuatan hukum Peralihan Hak untuk memindahkan hak atas tanah yang 

dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara: 

a. Jual beli. 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual 

beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan. 

b. Pemasukkan dalam Perusahaan atau lnbreng. 

c. Tukar-menukar. 

Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tukar­

menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan 

dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagaj 

gantinya suatu barang lain. 

d. Hibah. 

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah 

adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan 

cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

53 Effendi Perangin-angin, Op.Cit, hal. 6. 
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e. Hibah wasiat (legaat). 

Hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi 

itu masih hidup tetapi pelaksanaannya setelah yang memberi itu meninggal 

dunia. 54 

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu 

perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada 

pembeli dan pembayaran harga baik selurunya maupun sebagian dari pernbeli 

dilakukan dengan syarat terang dan tunai. 

Syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut hams dilakukan 

dihadapan pejabat yang berwenang membuat Al<:ta Jual Belinya yaitu PPAT dan 

disaksikan oleh dua orang saksi . Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan ang 

dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada i 

pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli 

kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun 

sebagian. 55 

Konsekuensi dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah 

tidak dapat dibatalkan, karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian, 

melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya ang 

terjadi secara langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya tidak 

rnempengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai 

sedangkan terhadap sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang-

54 K. Wantjik Saleh, Hak Atas Tanah, cet. 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal 35. 
55 Sihombing, Op. Cit, him. 56. 
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piutang diluar perbuatan hukumjual beli tanah. 

Untuk memperoleh surat bukti yang kuat dan luas daya pembuktiann a 

perbuatan hukum peralihan hak hams didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk 

dicatatkan pada buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan. Dengan dicatatkan 

peralihan hak pada sertipikatnya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat. 

4. Pembebasan Hak (Pelepasan Hak). 

Pembebasan hak adalah: setiap perbuatan melepaskan hubungan hukum 

yang semula, yang terdapat antara pemegang hak dengan tanahnya disertai dengan 

pembayaran ganti kerugian kepada pemegang haknya atau yang berhak atas tanah 

yang bersangkutan yang disepakati atas dasar musyawarah. 

Pembebasan Hak pada dasamya mengandung dua unsur, yaitu:56 

a. Adanya kesediaan pemegang hak untuk melepaskan haknya. 

b. Ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak yang ditetapkan atas 

dasar musyawarah. 

Pembebasan Hak merupakan salah satu sarana bagi suatu badan hukum 

untuk memperoleh tanah yang diperlukan, jika tanah yang tersedia berstatus ha 

milik, karena badan huh..'Ulll tidak boleh mempunyai hak milik dan jika badan 

hukum tersebut membeli tanah hak milik, maka jual beli (peralihan hak) batal 

demi hukum. Hak mihknya akan menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah 

milik Negara, sedangkan harga yang telah dibayarkan kepada penjual bdak dapat 

56 Sunaryo Basuki, Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Makalah, 
Jakarta: f.akultas Hukum Trisakti, 2005, ha! 2. 
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dituntut kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UUP A Atas dasar 

ketentuan tersebut, agar badan hukum dapat memperoleh tanah hak milik yang 

tersedia tanpa melanggar hukum, maka disediakan tata cara memperoleh tanah 

melalui pernbebasan hak. 

Adapun langkah-langkah untuk rnelakukan Pembebasan Hak adalah : 

a. Musyawarah antara pernegang hak dengan badan hukum yang melaksanakan 

pembebasan untuk memperoleh kesedian pelepasan hak dari pemilik tanah 

dan kesepatan mengenai besarnya ganti kerugian. 

b. Jika terjadi kesepakatan atas dasar musyawarah, maka pernegang hak 

melakukan pelepasan hak dan pembayaran ganti kerugian kepada pernegang 

yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang 

ditandatangani oleh pemegang hak dan badan hukurn. 

c. Akibat pelepasan hak tersebut, hak milik hapus dan status tanah menjadi 

tanah Negara. 

d. Untuk menguasai tanah secara legal , maka badan hukum yang bersang.ln1tan 

melakukan permohonan hak baru yang sesuai dengan kerperluannya. 

Dengan diperolehnya hak atas tanah yang baru dan dibuktikan dengan 

penerbitan sertifikat bagi pemegang hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat 

penguasaan dan penggunaan tanah tersebut akan aman terhadap gangguan 

maupun gugatan di kemudian hari yang mungkin dilakukan oleh pihak ang 

merasa berhak atas tanah tersebut. 
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5. Pencabutan Hak. 

Pasal 18 UUP A menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari dan untuk Rakyat, 

hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 

menurut cara yang diatur dengan Undang- Undang. Pencabutan Hak adalah: 

pengambilan tanah hak kepunyaan orang atau badan hukum oleh pemerintah 

secara paksa, untuk penyelenggaraan kepentingan wnum disertai pemberian ganti 

kerugian yang Jayak kepada pemilik tanah. Dengan dilakukan pencabutan hak: 

atas tanah milik seseorang, maka tanah tersebut menjadi tanah Negara. 57 

Pencabutan hak (Eminent domein atau l!.··:xpropriaNon) merupakan suatu 

upaya hukum terakhir dalam rangka memperoleh tanah yang diperlukan untuk 

kepentingan ummn, maupun kepentingan bersama bangsa dan Negara, ketika 

melalui cara musyawarah dengan pemegang haknya tidak berhasil atau mencapai 

kata sepakat, sedangkan Negara sangat memerlukan tanah tersebut untuk 

menyelenggarakan kepentingan ummn dan proyeknya tidak dapat dibangun di 

lokasi lain, selain di atas bi dang tanah yang bersangkutan. 58 Pencabutan hak 

hanya dapat dilakukan oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden 

yang berisi tentang pencabutan hak sekahgus menetapkan bentuk dan besarn a 

jumlah ganti kerugian. 

57 Ibid, ha!. 27. 
58 Soetom~, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat, Malang: Universitas 

Brawijaya 2000, Hal. 53. 
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Pencabutan hak atas tanah dilakukan disertai dengan pemberian ganti 

kerugian yang layak dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dengan UU 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda 

yang Ada Di atasnya jo. PP Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti 

Rugi oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak atas 

Tanah dan Benda -Benda yang Ada Di atasnya. 

Pencabutan hak atas tanah tidak diperJukan persetujuan pemegang haknya, 

artinya: keputusan pencabutan hak tidak dapat diganggu gugat. Tetapi pemegang 

hak masih dapat menolak penggantian kerugian yang ditetapkan oleh Presiden 

yang dianggap kurang layak, dengan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi 

selambat-lambatnya 30 hari sejak keputusan pencabutan hak.47 Prosedur 

pencabutan hak dimu1ai dengan mengajukan permohonan kepada Presiden Rl 

dengan perantara Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Kepala Daerah 

Provinsi. Presiden akan menerbitkan Keputusan Pencabutan Hak yang setelah 

mendapat pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi, Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bidangnya meliputi usaha atau 

proyek yang memerlukan tanah yang diusulkan untuk pencabutan hak. 

C. Tanah Negara 

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung 

dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah 

negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk 

menyusun politik hukwn serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang 
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dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat". 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut hams dimiliki 

ecara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang 

kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk 

tingkatan yang tertinggi untuk: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut 

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-Pokok Agraria, terdapat dualisme atau bahkan pluralisme di bidang 

rtanahan baik mengenai hukumnya, hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. 

Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas 

nah berbeda hukum perdatanya melainkan karena perbedaan hukum ang 

rlaku terhadap tanahnya. 59 

59 Bciedi Harsono, Op.Cit. hal. 60. 
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Keadaan hukum tanah berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakun a 

bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat yang bersumber pada 

hukum adat yang tidak tertulis yang berlaku bagi golongan pribumi dan hukum 

tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang merupakan hukum tertulis yang berlaku bagi 

golongan Eropa dan Timur Asing. 

Hukum tanah barat bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Berhubung dianutnya asas konkordasi maka Kitab Undang-Undang 

Hukwn Perdata merupakan konkordan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda 

yang menganut konsepsi individualistik, oleh karena bersmnber pada Kitab 

Undang-Undang Hukmn Perdata, maka hukum tanah barat juga landasan 

konsepsinya in di vi dualistik. 60 

Konsepsi individualistik tersebut berpangkal dan berpusat pada hak 

individu atas tanah yang bersifat pribadi semata-mata. Hal tersebut tercermin pada 

rumusan hak individu tertinggi, yang dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang 

Hukmn Perdata disebut hak eigendom. Hak eigendom sebagai hak individu 

tertinggi, sekaligus juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi 

dalam hukum tanah barat. 

60 Bachtiar Effendie . Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaannya. Cet.2. Bandung: Alumni, 1993 . haJ.73 
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D. Tata Cara Memperoleh Tanah Negara 

Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian Tanah Negara dapat diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank Pemerintah, Badan 

Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Karena 

pemberian Hak Milik untuk badan hukum ini hanya dapat diberikan at 

tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tug 

pokok dan fungsinya. 61 

2. Permohonan 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, permohonan untuk memperoleh 

hak milik harus ditempuh sebagai berikut: 

a. Pennohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. 

b. Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 

1) Keterangan mengenai pemohon: 

a) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal 

dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/ suami dan 

anaknya yang masih menjadi tanggungannya. 

b) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 

61 Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Rak Atas Tanah dan 
Pemindahannya, Semarang: FH Undip, 1993 , ha!. 89. 
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peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 

pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 

penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak: 

milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ang 

berlaku. 

2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik: 

a) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, 

surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 

dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah 

putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-

surat bukti perolehan tanah lainnya. 

b) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 

Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 

c) Jenis tanah (pertanian/non pertanian) 

d) Rencana penggunaan tanah 

e) Status tanahnya ( ta nah hak a ta u tanah N egara). 

3. Prosedur Pemberian Tanah Negara 

Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-

sama atau suatu badan hukwn. 62 Berdasar Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri 

62 Urip Santoso. Pendqftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta: 2010. 

ha!. 27 
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Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 

tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan 

pemberian hak atas tanah negara, pemberian hak atas tanah adalah penetapan 

pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara terma uk 

perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Tanah negara adalah 

tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu 

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 63 

Secara khusus untuk pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal 

yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah prosedur atau tata earn 

pemberian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas 

Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari 

Pemerintah. Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksananakan oleh Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999: 

"Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan 

pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum". 

Serta Pas al 14: 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan 
keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak 
dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III. 

63 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 
Sertipikat dan Permasalahamrya, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, ha!. 5 

• 
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Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka prosedur ang 

hams dilalui untuk meperoleh Hak Milik secara umum diatur dalam ketentuan 

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 

1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa hak milik dapat diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oJeh Pemerintah sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

( 1) Bank Pemerintah; 

(2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah . 

Permohonan Hak Milik tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala 

Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

a. Mengenai pemohon: 

1) J ika perorangan 

Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohon hams dilampiri: 

a) Foto copy Kartu Penduduk 

b) Surat bukti kepemilikan tanah 

c) Surat pernyataan di atas segel atas penguasaan fisik atas tanah 
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d) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 

e) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan aslinya 

f) Surat Ukur 

g) Surat pemyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan statu 

tanah-tanahnya yang telah dimilik pemohon termasuk bidang tanah 

yang dimohon 

h) Surat Ijin Mendirikan Bangunan 

2) Jika badan hukum 

Blanko pennohonan hak yang telah diisi pemohonhams dilampiri: 

a) Surat penunjukan dari Menteri (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 196 

tentang penunj ukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak 

Milik atas tanah) 

b) Foto copy Kartu Penduduk 

c) Akte pendirian badan hukum ( dari Menteri Hukum dan Hak Asa i 

Manusia Republik Indonesia) 

d) Surat pengesahan badan hukum (dari Menteri Hukum dan Rak Asa i 

Manusia Republik Indonesia) 

e) Ijin lokasi 

f) Surat bukti perolehan tanah 

g) Surat ljin Mendirikan Bangunan 

h) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan aslinya 

i) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN atau surat 

pernberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan 
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prinsip dari Departemen Teknis bagi non PMA/PMDN 

b. iv1engenai tanahnya 

1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak 

dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari 

Pemerintah, akta PP AT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan 

surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. 

2) Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB. 

Setelah semua berkas permohonan diterima, maka Kepala Kantor 

Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dari 

pihak pemohon hak atas tanah negara serta memeriksa kelayakan permohonan 

tersebut untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada Surat ukurnya, Kepala 

Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran guna di terbitkannya gambar 

situasi bidang tanah yang dimohon. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi 

semua, kemudian permohonan Hak iv1ilik tersebut diproses oleh panitia "A" yang 

terdiri dari: 

1. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah sebagai ketua merangkap anggota. 

2. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagai wakil ketua 

merangkap anggota. 

3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai anggota. 

4. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai anggota. 

.. 
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5. Kepala Desa/lurah sebagai anggota. 

6. Kepala Subsi Hak-hak Atas Tanah sebagai anggota. 

Adapun tugas dari Panitia "A" dalam pemberian hak milik antara lain: 

1. Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas-berkas permohonan. 

2. Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara langsung ke lapangan ata 

tanah yang dimohon. 

3. Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang dimohon. 

4. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). 

5. Memberikan pertimbangan hak tersebut yang dituangkan dalam Risalah 

Pemeriksaan Tanah. 
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FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA KEPEMILIKAN 
TANAH MILIKPERORANGAN YANG BERASAL DARI TANAH 

NEGARA 

A. Pengertian Sengketa Pertanahan 

Dalam pergaulan bermasyarakat, tempat hidup di tengah-tengah orang 

yang berbeda tabiat dan kepentingan, pasti akan sering berhadapan dengan 

perselisihan percekcokan atau pertentangan. Menurut Bambang Sutiyoso dalam 

Sabian Utsman 64 perselisihan atau percekcokan tersebut terjadi bisa disebabkan 

oleh hal yang sepele dan tidak mempunyai akibat hukum apa pun, seperti 

perbedaan pendapat antara suami dengan isteri tentang penentuan waktu 

keberangkatan ke luar kota, namun bisa pula mempakan persoalan yang serius 

dan mempunyai akibat hukum, misalnya tentang penentuan batas tanah milik 

seseorang dengan tanah milik tetangga. 

Perselisihan atau persengketaan sebetulnya mempakan suatu hal yang 

tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akalnya dan pikirannya. Dewasa 

ini sengketa sering muncul di dalam kehidupan masyarakat penyebabnya sangat 

beraneka ragam, bisa karena masalah ekonomi, politik, agama, dan golongan, 

suku, bahkan harga diri dan lain sebagainya. Sengketa merupakan aktualisasi dari 

uatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana 

telah penulis jelaskan dalam pembahasan mengenai masalah, sengketa muncul 

karena adanya masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesenjangan antara 

64 Sabian Utsman, Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Ne fayan Sebuah 
Penelitian Sosiologis, Yogyakart: PustakaPelajar, 2007, hal 15 . 

58 
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das sollen dangan das sein atau antara harapan dengan kenyataan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.65 Sengketa 

merupakan kelanjutan dari kon:flik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu 

perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak 

diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka 

akan menjadi sengketa. 66 

Menurut Rachmadi Usman dalam Sarjita67 menyatakan bahwa baik kata 

confict maupun dispute kedua-dunya mengandung pengertian tentang adanya 

perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya 

dapat dibedakan, dari segi kosakata corifict sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti 

sengketa. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa konflik tidak akan berkembang menjadi 

sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak 

puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa 

bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas. 

Selanjutnya menurut Rusmadi Murad, sengketa pertanahan adalah 

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan 

pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang 

65 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: P . Balai 
Pustaka, 2008, Hal. 643 

66 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bhakti, 2003, Hal. l 

67 Sarjita, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah 
disampaikan pada Warkshop Penguatan SDM Pemrintahan Daerah Kab. Sleman di Kantor 
BAPPEDA Kab. Sleman, 11 November 2008, hal. 8. 
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diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. 68 

Selain pemyataan tersebut di atas, dapat pula diartikan bahwa sengketa 

pertanahan dapat diklasifikasikan berdasarkan substansi dan pihak-pihak atau 

pelakunya serta cara penyelesaiannya. Timbulnya sengketa hukum bermula dari 

adanya pengaduan oleh orang atau badan hukwn yang berisi keberatan-keberatan 

dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun 

kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.69 

Pengertian sengketa pertanahan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang disebut dengan kasu 

pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk 

mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. 

Sehingga kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: 

1. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas. 70 

2. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan 

68 Rachmadi Usman, Op. Cit, ha! 2. 
69 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 25 P ebruari 201 9. 
70 Pasal 1 angka 2 Permen Agraria 11 Tahun 201 6 Tentang Penyelesaian Kasus 

Pertanahan 
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pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan 

hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak 

luas. 71 

3. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan 

pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga 

d·1 72 pera i an. 

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu 

pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan ha 

atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan 

harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 73 

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa 

macam, antara lain:74 

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak 

yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada 

haknya; 

2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai 

dasar pemberian hak; 

71 Pasal angka 3 Permen Agraria 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasu 
Pertanahan 

72 Pasal angka 4 Permen Agraria 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasu 
Pertanahan 

73 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Mandar 3JU 

1991 , hal. 22 
74 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor 

Pertanahan Ka5upaten Deli Serdang, tanggal 25 Pebruari 2019 
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3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan 

yang kurang atau tidak benar; 

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. 

Alasan yang sebenamya menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada 

pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan., 

oleh karena itu penyelesaian sengketa hukwn terhadap sengketa tersebut 

tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan 

beberapa tahap tertentu sebelmn diperoleh suatu keputusan. 

B. Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan 

Sengketa pertanahan yang muncul tiap tahunnya menunjukkan bahv a 

penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Kalau meneliti kasus-kasus sengketa pertanahan 

yang ada, umumnya posisi rakyat sangat lemah dibandingkan dengan pos1s1 

negara dan pemodal yang sangat kuat dalam menentukan arah dan corak 

perubahan sosial di Indonesia, yang selalu dinyatakan dengan alasan untuk 

kepentingan mnmn. Lemahnya posisi rakyat juga terlihat dalam proses dinamika 

sengketa itu sendiri . 

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi permasalahan, yaitu pennasalahan 

7 · 
yang berkaitan dengan: ) 

75 Abdurrahman. Tebarcm PikiranMengenai Hukum Agraria, Bandung. Alumni, 1995 . hal 
85 
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1. Pengakuan kepemilikan atas tanah; 

2. Peralihan hak atas tanah; 

3. Pembebanan hak dan 

4. Pendudukan eks tanah partikelir. 

Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat 

beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut, Dadang Juliantra, mern bagi 

lima bentuk sengketa tanah:76 

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan 
pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, ternpat latihan tempur 
dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi 
(Jawa barat). 

2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan 
perkebunan maupun perusahan inti rakyat. 

3. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan 
melalui HPH maupun HPI, seperti kasus di Maluku, Buntian di 
Kalimantan Timur. 

4. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versu 
penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman 
nasional , Contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok di Bali, 
dan lain-lain. 

5. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek-proyek wisata atau 
rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain. 

Selanjutnya, menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan tanah 

dapat di kelompokkan menjadi:77 

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, 
proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya; 

2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Land Reform; 
3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; 
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 

76 Dadang Juliantra, Sengketa Tcmah, Modal dan Tran~formasi, Fonun LSM LPSM DIY, 
1995, ha!. 175 . 

77 Maria S.W. Sumardjono, Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hu/rum, 
Disampaikan pada "Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan" yang diselenggarakan oleh Sigma 
Conference, tanggal 26 Maret 1996 di Jakarta, haJ . 2. 
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5. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. 

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu: 78 

a. Sengketa tanah antar warga~ 

b. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan 

c. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya al am 

Di antara kelima pola sengketa tanah yang dikemukakan oleh Maria 

Sumardjono, sengketa berkenaan dengan tanah ulayat sangat perlu mendapat 

perhatian khusus untuk diwaspadai dan diselesaikan. Hal ini karena hak-hak adat 

dihormati dan dilindungi oleh berbagai konvensi intemasional maupun berbagai 

peraturan perundang-undangan dalam lingkup nasional maupun regional/daerah. 

Beberapa peraturan perundangan tersebut adalah UUD 1945 Perubahan Kedua, 

Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberda a 

Alam, UU No. 39 /1999 tentang HAM, Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 

1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak U1ayat Masyarakat Hukum 

Adat, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas), serta di tingkat regional/daerah yaitu: UU No 21 tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Perda (Rancangan Perda) Provinsi 

Sumatera Barat tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat di Provinsi 

Sumatera Barat. 

78 Ali Achmad Chomzah. Pedoman Pelaksanaan U. U.P.A dan Tata Cara Penjabat 
Pembuat Akta Tanah, Bandung: Alumni, 2002, hal. 64 

.. 
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Penyebab lainnya bahwa sengketa tanah ulayat tersebut sangat penting 

diperhatikan adalah karena banyak sekali sengketa tanah skala besar di tanah air 

kita ini berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah 

tertentu. Misalnya adalah sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan 

perusahaan perkebunan dan/atau kehutanan. Hal ini dapat kita temui di daerah 

Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan daerah lainnya di Indonesia. 

Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini maka diperlukan dikenali 

akar penyebab masalah sengketa tanah tersebut. Menumt Christopher W. More 

dalam Maria W. Swnardjono, akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis 

besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: 79 

1. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait 
dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun 
kepentingan psikologis; 

2. Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destmktif, kontrol 
pemilikan sumberdaya yang tidak seimbang; 

3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk 
mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, 
agama/kepercayaan; 

4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, 
komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yaang negatif; dan 

5. Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang 
keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, 
interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian. 

Sehubungan dengan tipologi dan jenis sengketa tanah serta beberapa hal 

yang mungkin menyebabkan konflik pertanahan tersebut, maka MPR memberikan 

mandat melalui Tap MPR No. IX/2001 Pasal 5 ayat (1) huruf d mengamanatkan 

bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria adalah: "menyelesaikan 

79 Maria S.W Sumardjono, Op.Cit, ha!. 3. 
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konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama 

ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna 

menjamin terlaksananya penegakan hukum". Untuk itu maka pemerintahan yang 

ada saat ini perlu berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai konflik 

pertanahan yang ada. 

Menurut Arie S. Hutagalung, munculnya berbagai kasus pertanahan 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pemerintah (Orde Barn 

saat itu) yang banyak bersifat ad hoc, inkonsisten dan ambivalen antara satu 

kebijakan dengan kebijakan lainnya. Struktur hukwn pertanahan menjadi 

tumpang tindih. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No 5 Tahun 

1960) yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan (dan 

kebijakan agraria umumnya) di Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan 

secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan 

perundangan sektoral seperti Undang-Undang No 5 tahun 1967 tentang Pokok­

pokok Kehutanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan No 11 Tahun 1967, 

Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi No 44 tahun 1960 yang 

telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 

Dan Gas Bumi, Undang-Undang Transmigrasi No 3 tahun 1972 kemudian 

diperbarui dengan UU No 15 tahun 1997 kemudian diubah lagi dengan Undang­

Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Undang-Undang Pengairan No 11 

Tahun 1974 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang 
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Sumber Daya Air, Undang-Undan Pemerintahan Desa No 5 tahun 1975 yang 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang­

Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No 4 tahun 1982 diperbarui 

kembali menjadi Undang-Undang No 23 tahun 1997 dan digantikan dengan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 ang 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Rumah 

Susun, Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem o 5 

tahunl 990, Undang-Undang Penataan Ruang No 24 Tahun 1992 yang telah 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

dan yang terakhir adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah 

beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah yang juga telah mengalami beberapa perubahan dan 

yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang 

diikuti dengan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang telah diganti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Keseluruhan undang-undang tersebut mempunyai posisi yang sama dan 

menjadikari tanah sebagai objek yang sama. Benturan di lapangan tidak dapat 
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dihindarkan, antara penggunaan dan penafsiran undang-undang yang berbeda oleh 

pejabat-pejabat pemerintah sektoral yang berbeda-beda terjadi atas konflik 

penguasaan tanah yang sama. Perbedaan antar undang-undang tersebut di atas 

tidak hanya dapat memberikan peluang pada perbedaan interpretasi para birokrat, 

tetapi j uga secara substansial undang-undang tersebut tidak integratif. 

Sehubungan dengan adanya inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan, serta 

tumpang tindihnya peraturan dan perundang-1mdangan pertanahan tersebut, Tap 

MPR No. IX/2001 Pasal 6: menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih 

lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta 

mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua 1mdang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini. Mandat ini seyogyan a 

ditindak lanjuti secara konkrit oleh Pemerintah dan DPR dengan merevie 

peraturan pemndangan yang ada dan mensinkronkannya serta menyesuaikannya 

dengan prinsip dan arahan kebijakan yang dimandatkan dalam ketetapan ini. 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pertanahan 

Munculnya sengketa sebenamya tidak terlepas dari pemahaman 

masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang dipersepsikan berbeda 

dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum secara fonnal. Sejarah panjang 

kepemilikan tanah di Indonesia mengalami pasang surut. Diawali dengan zaman 

kerajaan, kemudian masuk zaman penjajahan Belanda, Jepang dan kemudian 

masa kemerdekaan hingga masa Reformasi bergulir. Dari masa ke masa tersebut 
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masyarakat juga mengalami perubahan dalam prilaku dan pola berpikir, termasuk 

dalam kaitannya dengan masalah kepemilikan, baik secara faktual maupun secara 

fonnal. 

Menurut Kepala BPN Pusat Tahun 2007, setidaknya ada tiga hal utama 

yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:80 

1. Persoalan administrasi sertifikat tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada 

tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing. 

2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam 

distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan 

pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis 

maupun sosiologis. Dalam haJ Im, masyarakat bawah, khususnJ a 

petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi 

tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik 

dan Jiberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau 

tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga 

murah. 

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti fonnal 

(sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal 

(de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau 

para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemibk 

80 Sarah D.L. Roeroel , Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaicm Sengketa 
Pertanahan Dalam Proses Peradilan, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 
Vol.I/No.6/0ktober-Desernber /2013 Edisi Khusus, hal. 103 . 
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tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian 

orang menganggap rerneh dengan rnernandang sebelah rnata persoalan 

sengketa tanah ini, padahal persoalan ini rnerupakan persoalan yang harus 

segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangat 

berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri 

harus dipertaruhkan. 

Secara umwn, sengketa tanah tirnbul akibat adanya beberapa faktor, 

faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan 

dirnanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Peraturan yang belwn lengkap; 
2. Ketidaksesuaian peraturan; 
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan 

jumlah tanah yang tersedia; 
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; 
5. Data tanah yang keliru; 
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan 

sengketa tanah; 
7. Transaksi tanah yang keliru; 
8. Ulah pemohon hak atau 
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tmnpang 

tindih kewenangan. 81 

Sumber lain menyebutkan penyebab sengketa pertanahan tersebut 

adalah:82 

1. Kurang Tertibnya Administrasi Pertanahan dimasa Lalu. 

81 Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif 
Penyelesaian sengketa (A DR) Di Bidang Pertanahan, Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia, 2008, 
hal38 

82 Hasi·l Wawancara dengan Kepala Seksi Rak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor 
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 25 Pebruari 2019. 
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Kebijakan pertanahan dijabarkan lebih nnc1 dalam kerangka tertib 

pertanahan meliputi: 

a. Tertib hukum pertanahan; 
b. Tertib administrasi pertanahan; 
c. Tertib penggunaan tanah; 
d. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Administrasi 

pertanahan di masa lalu tidak dilaksanakan secara tertib. 83 

Pencatatan data pertanahan terutama tanah-tanah milik adat di Jawa dan 

Madura telah dilakukan untuk keperluan pajak bumi. Sampai dengan tahun 1961 

ada tiga macam pungutan pajak tanah yaitu: 

a. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente: Verponding 

Indonesia dan; 

b. Untuk tanah-tanah hak milik adat luar wilayah Gemeente: Landrente atau 

Pajak Bumi.84 

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas 

nama pemilik tanah yang di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan: petuk pajak, 

pipil, girik dan lain-lainnya. Pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk 

pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di 

kalangan rakyat dianggap dan d.iperlakukan sebagai tanda-bukti pemilikan tanah 

yang bersangkutan. 

Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh pemerintah pun 

oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang 

83 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Jakarta : Djambatan, 1973, ha!. 84. 
84 Surat Edaran Dirjen Pajak Tanggal 27 Maret 1993 No. SE-15/Pl6/1993 tentang 

Larangan Penerbitan Girik!Petuk D!Kekitir!Keterangan Objek Pajak 
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bersangkutan oleh pemerintah. Pencatatan data pertanahan ini sebenarnya dapat 

dipergunakan sebagai bukti petunj uk dari pemilikan sebidang tanah. Seiring 

dengan perjalanan waktu telah terjadi perubahan data baik mengenai subjek 

maupun fisik tanahnya tetapi tidak diikuti dengan perubahan data 

administrasinya. Kondisi administrasi pertanahan terjadi dalam kurnn waktu yang 

sangat lama sehingga dengan bergantinya generasi dan perubahan sosial budaya 

dalam masyarakat, dapat menciptakan sengketa pertanahan. 85 

Berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU Nomor 12 

Tahun 1985 Jo UU Nomor 12 Tahun 1994) terhitung bulan April 1993 Dirjen 

Pajak tidak mengeluarkan lagi girik sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak tanggal 27 

Maret 1993 Nomor SE-15/PJ.6/1993. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU 

Nomor 12 Tahun 1985, yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan 

yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas 

bangunan dengan demikian wajib pajak PBB yang diadministrasikan di Kantor 

Pajak tidak selalu pemilik tanah atau bangunan.86 

Menurut data BPN Tahun 2007 jumlah bidang yang sudah terdaftar 

mencapai 35 juta bidang tanah dari 83 juta bidang tanah di seluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu agenda BPN sejak tahun 2007 yakni meningkatkan 

pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikat tanah di seluruh 

wilayah Indonesia baik melalui program pensertipikatan tanah secara massal 

85 Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir A.1asalah Pertanahan, Bandung: Penerbit Mandar 
Maju, 2007, hal. 2. 

86 Boedi Harsono, Op.cit. , ha!. 85 . 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 



73 

melalui anggaran APBN/ APBD maupun swadaya masyarakat. 

2. Ketimpangan Struktur Penguasaan/Pemilikan Tanah. 

Wilayah Indonesia yang sedemikian luas ini dihuni oleh penduduk ang 

saat ini mencapai sekitar 250 juta jiwa; meskipun telah diamanatkan dalam UUD 

1945 bahwa tanah merupakan smnber kemakmuran rakyat, namun jmnlah rak at 

miskin Indonesia masih cukup besar. Sebagian besar di antaranya adalah pekerj a 

atau petani raj in dan produktif tetapi tetap mi skin karena mengolah tanah dengan 

luasan yang tidak mencapai skala ekonomis atau hanya menggarap tanah milik 

orang lain (buruh tani). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). 

Ketimpangan P4T dan ketimpangan terhadap smnber-sumber produksi 

lainnya menyebabkan semakin sulitnya upaya penurunan angka kemiskinan dan 

pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat mendorong terjadinya kerusakan 

sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan jumlah sengketa, konflik 

dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan ini akan 

berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap ketahanan nasional. 
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Landreforrn87 sebagai upaya penataan kernbali struktur pernilikan dan 

penguasaan tanah ditujukan untuk rnencapai keadilan, utamanya bagi mereka 

yang swnber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian. Berbagai 

program landreforrn, antara lain berupa redistribusi tanah (yang berasal dari 

tanah-tanah jabatan di desa, tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil 

pengusahaan bidang industri, penunahan, jasa/pariwisata, pengusahaan di bidang 

pertanian, perkebunan dan kehutanan, dan lain-lain), penyediaan lapangan kerja 

di sektor pertanian, bantuan kredit untuk mendukung investasi di bidang 

pertanian, teknologi, dan tersedianya peluang pasar untuk produk-produk 

pertanian. 88 

Tanah merupakan sw11ber kemakrnuran bagi bangsa Indonesia yang 

sebagian besar struktur kehidupannya bertunlpu pada sektor agraris. Ketimpangan 

penguasaan/pemilikan tanah dapat rnenjadi swnber sengketa pertanahan 

disebabkan kecemburuan memperoleh akses tanah untuk memenuhi keperluan 

hidupnya; oleh karena itu secara proporsional harus ada keadilan dalam distribusi 

87 Yudhi Setiawan menguraikan: Tanah redistribusi dan atau tanah absentee adalah bagian 
dari landreform sehingga seksi pengaturan dan penataan pertanahan di awal berdirinya Badan 
Pertanahan Nasional dinamakan seksi landreform. Istilah landreform berasal dari kata land dan 
reform, land artinya tanah reform artinya perombakan atau perubahan dasar; dengan demikian 
landreform berarti perombakan atau perubahan dasar struktur pertanahan. Landreform timbul 
karena adanya ketimpangan dan tidak adanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat petani_ 
Aturan hukum landreform atau redistribusi tanah di Indonesia adalah: Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir; Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian; Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerngian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 
tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 , lihat Yudhi 
Setiawan, Hukum Pertanahan Teori dan Praktik, Malang Bayu media, 2010, hal . 80 

88 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, ha! 74 
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sumber daya tanah. Dalam hal ini yang dikehendaki adanya keseirnbangan 

penguasaan/pemilikan tanah oleh masyarakat sesuai dengan profesinya.89 

3. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah yang Negatif. 

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum. 

Pendaftaran Tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan pemerintah. 90 Dalam memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan 

inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah terutama yang melibatkan para 

pemilik tanah.91 Pendaftaran tanah semula dilaksanakan untuk tujuan fiskal (fiscal 

kadaster) dan dalam hal menjamin kepastian hukum maka pendaftaran tanah 

menjadi recht kadaster. Untuk pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga 

pendaftaran tanah dengan adanya PP Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian 

disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan barn berlaku 8 Oktober 

1997.92 

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah pihak yang namanya tercantum 

sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi 

kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu dan 

menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan. Umumnya kelemahan tersebut, 

diatasi dengan menggunakan acquisitieve verjaring atau adverse possession. 

Kelemahan tersebut di negara-negara yang menggunakan sistem publikasi negatif 

89 Rusmadi Murad, Op.Cit., hal. 62. 
90 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Katya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta, 1989, 

hal. 3. 
9l Ibid ., him. 4. 
92 Ibid, hlm. 5. 
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seperti Belanda diatasi dengan lembaga "verjaring" (BW Pasal 584 jo 1963). Di 

negara-negara bagian Amerika Serikat yang hampir semuanya masih 

menggunakan sistem publikasi negatif dengan Jembaga "adverse possesion". 

Kalau sebidang tanah diperoleh dengan itikad baik dan sudah dikuasai sekian 

lama secara terbuka tanpa ada pihak yang menggugat, maka oleh hukum siapa 

yang menguasainya ditetapkan sebagai pemiliknya. 93 

Di dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat dipergunakan untuk 

mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu 

lembaga rechtsverwerking. Lembaga rechtsverwerking dalam PP Nomor 24 

Tahun 1997 digunakan sebagai salah satu sarana pelengkap untuk mengatasi 

kelemahan sistem publikasi negatif di Indonesia. Di dalam Pasal 32 ayat(2) 

ditetapkan: 

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai 

hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila 

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". 

93 Boedi Harsono, AJenuju Penyempumaan Hukum Tcmah Nasional, Penerbit Un.iversitas 
Trisa M, Maiia. 2Q02, hal. 86-87. 
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Menurut hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan 

tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang 

memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut 

kembali tanah tersebut. Sementara itu, ketentuan di dalam UUP A yang 

menyatakan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 

UUP A), adalah sesuai dengan lembaga ini . 94 

Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, asas nemo plus juris terefleksi dalam 

stelsel negatif yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2). Asas nemo plus juris 

merupakan asas dimana seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukurn yang 

melampaui hak yang dimilikinya, dan akibat dari pelanggaran tersebut adalah 

batal demi hukum (van rechswegenietig). 

Batal demi hukum berakibat perbuatan hukwn tersebut dianggap tidak 

pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan 

hukwn tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat 

meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukmn 

terse but. 

Di dalam perbuatan hukum hak atas tanah, asas nemo plus juris dikenal di 

samping asas itikad baik, yaitu asas melindungi pemegang hak yang sebenarnya. 

Asas ini dalam hukwn pertanahan mempunyai daya kerja untuk memberikan 

kekuatan pembuktian bagi peta dan daftar umum yang ada di Kantor Pertanahan. 

94 Siswanto, Penyelidikan dan Penyidikan Sengketa Pertanahan yang Berindikasi Pidana, 
disampaikan dalam rangka Workshop Nasional Strategi Penanganan Penyelesaian Sengketa 
Pertanahan Tahun 2007, Bali, 14 November 2007, ha!. 5 
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Penerapan asas ini berarti memberikan perlindungan kepada pemegang hak untuk 

mengadakan gugatan bagi pihak yang merasa memiliki dan dapat membuktikan 

kepemilikannya kepada pihak lain yang meskipun namanya telah terdaftar dalam 

daftar umum di Kantor Pertanahan,95 namun demikian walau ada lembaga 

rechtsverwerking, sampai saat ini gugatan ahli wans dari generasi ketiga dan 

seterusnya juga masih diterima oleh pihak pengadilan. 

95 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Alas Tanah di Indonesia, Surabaya: Penerbit 
Arkola, 2003 . ha!. 189. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Prosedur permohonan hak milik perorangan terhadap tanah negara dimulai 

dari adanya permohonan pemohon atas sebidang tanah yang dilengkapi 

identitas diri dan identitas objek tanah yang dimohonkan. Kantor Pertanahan 

meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan 

Hak dan rnemeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk diproses lebih 

lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tanah 

yang dimohonkan hak pengelolaan tersebut belum ada surat ukurnya, Kepala 

Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan 

Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan 

pengukuran. Setelah pennohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor 

Pertanahan rnenyampaikan berkas perrnohonan tersebut kepada Kepala 

Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya. Keputusan 

pemberian atau penolakan pemberian tersebut disampaikan kepada pemohon 

melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya 

keputusan tersebut kepada yang berhak. 

2. Faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah milik perorangan 

yang berasal dati tanah negara meliputi: Peraturan perihal pertanahan yang 

belwn lengkap, terjadinya ketidaksesuaian peraturan dengan praktek 

perbuatan-perbuatan atas sebidang tanah, pejabat pertanahan yang kurang 

tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang 

akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya 
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manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, terjadinya transaksi 

tanah yang keliru, akibat perbuatan ulah pemohon hak atau adanya 

penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. 

2. Upaya penyelesaian sengketa kepernilikan tanah milik perorangan yang 

berasal dari tanah negara dapat dilakukan melalui peran BPN dan melalui 

pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor 

Pertanahan adalah rnelalui mediasi, dimana penyelesaiannya berpedornan 

pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007, Petunjuk Teknis No. 5 

tentang Mekanisrne Pelaksanaan Mediasi, dan apabila para pihak tidak puas 

atas putusan tersebut rnaka para pihak dapat menyelesaikannya melalui 

pengadilan . 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat yang mernperoleh hak rnilik atas tanahnya melalui tanah 

negara hendaknya dapat tetap menjaga keaslian dokumen-dokumen 

kepemilikan dan proses hukum daripada pengalihan hak atas tanah negara 

tersebut kepada rnasyarakat. 

2. Kepada pihak Kantor Pertanahan hendaknya dapat lebih berhati-hati dan lebih 

teliti dalam menerbitkan hak penguasaan atas tanah oleh rnasyarakat sehingga 

tidak rnenimbulkan sengketa di belakang hari. 
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3. Kepada pihak-pihak yang berselisih di bidang pertanahan hendaknya dapat 

menyelesaikannya di luar pengadilan, selain hasil yang memuaskan dan waktu 

yang tidak panjang maka penyelesaian di luar pengadilan tetap dapat 

mengeratkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. 
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